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ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk
mengetahui bagaimanakah terjadinya tindak
pidana berupa perbuatan dengan sengaja atau
kelalaian oleh korporasi di bidang perindustrian
dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana terhadap korporasi akibat melakukan
tindak pidana di bidang perindustrian yang
dengan metode penelitian hukum normatif
disimpulkan: 1. Tindak pidana korporasi di
bidang perindustrian seperti perbuatan dengan
sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib di bidang Industri dan adanya
kelalaiannya memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di bidang Industri.
Perbuatan pidana tersebut dapat dilakukan
oleh setiap orang ataupun korporasi. 2.
Pemberlakuan ketentuan pidana terhadap
korporasi akibat melakukan tindak pidana di
bidang perindustrian dan apabila korporasi
melakukan perbuatan dengan sengaja dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar  rupiah).
Terhadap korporasi yang karena kelalaiannya
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kata  kunci:  korporasi; tindak pidana
perindustrian;
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kejahatan korporasi merupakan ancaman
yang siginifikan  terhadap kesejahteraan
masyarakat meningkat kehadiran dari
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan
mereka pada kelompok yang lebih luas yang
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh
korporasi besar. Melihat fenomena inilah,
muncul tuntutan akan pertanggungjawaban
korporasi (corporate liability) di bidang hukum
pidana.’

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, dijelaskan perubahan eksternal
yang berpengaruh terhadap pembangunan
Industri ditandai dengan telah diratifikasi
perjanjian internasional yang bersifat bilateral,
regional, dan multilateral yang mempengarubhi
kebijakan nasional di bidang Industri, investasi,
dan perdagangan. Penyempurnaan Undang-
Undang tentang Perindustrian bertujuan untuk
menjawab kebutuhan dan perkembangan
akibat perubahan lingkungan strategis dan
sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi
tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri
nasional. Undang-Undang tentang
Perindustrian yang baru diharapkan dapat
menjadi instrumen pengaturan yang efektif
dalam pembangunan Industri dengan tetap
menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan
kesehatan manusia serta kelestarian fungsi
lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah terjadinya tindak pidana
berupa perbuatan dengan sengaja atau
kelalaian oleh korporasi di bidang
perindustrian?

2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan
pidana terhadap korporasi  akibat
melakukan tindak pidana di bidang
perindustrian?

C. Metode Penelitian
Metode  penelitian  hukum
merupakan metode yang digunakan.

normatif

SMuhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cet. 1. Pustaka
Setia, Bandung, 2012. him. 89-90.
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PEMBAHASAN
A. Tindak Pidana Berupa Perbuatan Dengan

Sengaja Atau Kelalaian Oleh Korporasi Di

Bidang Perindustrian

Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang teroganisasi baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.®
Badan hukum ialah suatu badan yang ada
karena hukum dan memang diperlukan
keberadaannya sehingga disebut legal entity,
oleh karena itu disebut artificial person atau
manusia buatan atau person in law atau legal
person/rechtpersoon.’

Subjek hukum ialah setiap makhluk yang
berwenang untuk memiliki, memperoleh dan
menggunakan hak serta kewajiban dalam lalu
lintas hukum. Penjelasannya, subjek hukum
mempunyai kedudukan dan peranan yang
sangat penting di dalam bidang hukum,
khususnya hukum keperdataan karena subjek
hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai
wewenang hukum. Dalam literatur hukum,
terdapat dua macam subjek hukum, vyaitu
manusia dan badan hukum.®

Badan hukum, korporasi’ rechtspersoon;
legal person ialah badan atau usaha yang
mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri
terpisah dari kekayaan anggota. Dulu hanya
menjadi subjek hukum perdata, sekarang
menjadi subjek hukum pidana juga.® Badan
hukum ialah badan atau perkumpulan yang
dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek
hukum seperti; perseoran, yayasan, lembaga
dan sebagainya.®

Badan usaha ialah perusahaan berbentuk
badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, serta bekerja dan berkedudukan
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.™

6Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-Undangan  Terbaru, Cetakan  Pertama,
Visimedia, Jakarta. 2012.him. 169.

7Ibid, him. 30.

8/bid, him. 299.

SAndi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana. Op. Cit. him.
17.

10 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009. him. 41.

11 Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A. Op. Cit, him. 31.
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian. Pasal 1 angka 7. Setiap
Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi. Pasal 1 angka 8. Korporasi adalah
kumpulan orang dan/atau kekayaan vyang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum
maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Perindustrian, mengatur mengenai
Ketentuan Pidana. Pada Pasal 120 ayat (1) dan
(2) diatur mengenai bentuk-bentuk tindak
pidana di bidang perindustrian sebagai berikut:
1. Adanya perbuatan  dengan  sengaja

memproduksi, mengimpor, dan/atau

mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara vyang
diberlakukan secara wajib di bidang Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat

(1) huruf (b).

Pasal 53 ayat (1) huruf (b).

Pasal 53 ayat:

(1) Setiap Orang dilarang:

a. membubuhkan tanda SNI atau tanda
kesesuaian pada barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak memenuhi ketentuan
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara; atau

b. memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa
Industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib.

(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian
atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b untuk impor barang

tertentu
2. Adanya kelalaiannya memproduksi,
mengimpor,  dan/atau mengedarkan

barang dan/atau Jasa Industri yang tidak
memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan
secara  wajib di bidang Industri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (1) huruf (b).
Perbuatan pidana tersebut dapat dilakukan
oleh setiap orang ataupun korporasi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Standardisasi Dan Penilaian
Kesesuaian. Pasal 1 angka 1. Standardisasi
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adalah proses merencanakan, merumuskan,
menetapkan, menerapkan, memberlakukan,
memelihara, dan mengawasi Standar yang
dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama
dengan semua Pemangku Kepentingan. Pasal 1
angka 2. Penilaian Kesesuaian adalahkegiatan
untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem,
Proses, atau Personal telah memenuhi
persyaratan acuan.

Pasal 1 angka 3. Standar adalah persyaratan
teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk
tata cara dan metode vyang disusun
berdasarkan konsensus semua
pihak/Pemerintah/keputusan internasional
yang terkait dengan memperhatikan syarat
keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan
hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, pengalaman, serta perkembangan
masa kini dan masa depan untuk memperoleh
manfaat yang sebesar-besarnya. Pasal 1 angka
4. Badan Standardisasi Nasional vyang
selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga
pemerintah nonkementerian yang bertugas dan
bertanggung jawabdi bidang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.

Pasal 1 angka 7. Standar Nasional Indonesia
yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar
yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 angka 10. Tanda SNI adalah tanda
sertifikasi yang ditetapkan oleh BSN untuk
menyatakan telah terpenuhinya persyaratan
SNI. Pasal 1 angka 11. Tanda Kesesuaian adalah
tanda sertifikasi selain Tanda SNI vyang
ditetapkan kementerian dan/atau lembaga
pemerintah nonkementerian atau ditetapkan
berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar
subjek hukum internasional. Untuk melindungi
kepentingan negara dalam menghadapi era
globalisasi tersebut diperlukan Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian yang merupakan
salah satu alat untuk meningkatkan mutu,
efisiensi produksi, memperlancar transaksi
perdagangan, serta mewujudkan persaingan
usaha yang sehat dan transparan. Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian diperlukan dalam
berbagai sektor kehidupan termasuk
perdagangan, industri, pertanian, ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan
hidup.1?

12penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian.

Kejahatan korporasi merupakan ancaman
yang siginifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat meningkat kehadiran dari
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan
mereka pada kelompok yang lebih luas yang
dipengaruhi oleh tindakan individu, potensi
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh
korporasi besar.!3

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro,
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu
sebagai berikut:

1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang
harus dikonstruksikan sebagai perbuatan
korporasi dan kedua tentang kesalahan pada
korporasi. Menurutnya hal yang pertama
untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus
adalah juga perbuatan korporasi sehingga
digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas
tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai
suatu korporasi, diidentifikasikan
(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi
untuk sendiri;

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana
gambaran tentang pelaku tindak pidana
sering dikaitkan dengan perbuatan yang
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan
ajaran “pelaku fungsional” (functionele
dader). Setelah kita dapat membuktikan
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa)
mereka harus dianggap sebagai kesalahan
korporasi.t*

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak
mengatur korporasi sebagai subjek hukum.
Prinsip pertanggungjawaban korporasi
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring
dengan kesadaran yang semakin sering
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan
oleh atau atas nama korporasi, muncul
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai

13 Muhammad Yamin, Op. Cit, him. 89-90.
14 1pid, him. 90.
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subjek hukum pidana, terutama dalam konteks
sebagai subjek hukum vyang mengatur
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering
merugikan dan mengancam  sendi-sendi
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap

harus dapat dipertanggungjawabkan
perbuatannya secara pidana.’®
Pembangunan dan perkembangan

perekonomian umumnya dan khususnya di
bidang perindustrian dan perdagangan nasional
telah menghasilkan berbagai variasi barang
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di
samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas
yang didukung oleh kemajuan teknologi
telekomunikasi dan informatika telah
memperluas ruang gerak arus transaksi barang
dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah
suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa
yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar
negeri maupun produksi dalam negeri.®

Kondisi yang demikian pada satu pihak
mempunyai manfaat bagi konsumen karena
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau
jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta
semakin terbuka lebar kebebasan untuk
memilih aneka jenis dan kualitas barang
dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan
kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan
fenomena tersebut di atas dapat
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan
konsumen menjadi tidak seimbang dan
konsumen berada pada posisi yang lemah.
Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya
oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara
penjualan, serta penerapan perjanjian standar
yang merugikan konsumen.’

Faktor utama yang menjadi kelemahan
konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen
akan haknya masih rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh rendahnya pendidikan
konsumen, oleh karena itu, undang-undang
Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi
landasan hukum yang kuat bagi pemerintah
dan lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat untuk melakukan upaya
pemberdayaan konsumen melalui pembinaan

15 Ibid.

16penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

7 Ibid.
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dan pendidikan konsumen. Upaya
pemberdayaan ini penting karena tidak mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang
pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha
adalah mendapat keuntungan yang semaksimal
mungkin dengan modal seminimal mungkin.
Prinsip ini sangat potensial merugikan
kepentingan konsumen, baik secara langsung
maupun tidak langsung.®

Keamanan pangan merupakan salah satu
faktor penting yang harus diperhatikan dalam
konsumsi  sehari-hari. Dengan  demikian
sesungguhnya pangan selain harus tersedia
dalam jumlah vyang cukup, harga vyang
terjangkau juga harus memenuhi persyaratan
lain, yaitu sehat, aman dan halal. Jadi sebelum
pangan tersebut didistribusikan harus memnuhi
persyaratan kualitas, penampilan dan cita rasa,
maka terelebih dahulu pangan tersebut harus
benar-benar aman untuk dikonsumsi. Artinya
pangan tidak boleh mengandung bahan
berbahaya seperti cemaran pestisida, logam
berat, mikroba pantogen maupun tercampur
oleh bahan-bahan yang dapat mengganggu
kepercayaan maupun keyakinan masyarakat
misalnya tercemar bahan berbahaya.™

Perlu diingatkan kembali salah satu faktor
utama yang menjadi kelemahan konsumen
adalah tingkat kesadaran akan haknya memang
masih sangat rendah. Hal ini terutama
disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari
pihak konsumen itu sendiri akan rendahnya
pendidikan konsumen yang ada. Oleh karena
itu undang-undang tentang perlindungan
konsumen dimaksudkan menjadi landasan
hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga
perlindungan swadaya masyarakat untuk
melakukan upaya pemberdayaan konsumen

melalui pembinaan dan pendidikan
konsumen.®
Perlindungan terhadap konsumen

dipandang secara materiil maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin
lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang
merupakan motor penggerak bagi produktivitas
dan efisiensi produsen atas barang atau jasa

18/pid.

9Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan
Konsumen, Ed.1. Cetakan ke- 1. Sinar Grafika, Jakarta.
2008. him. 169.

20Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang
Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat. PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2008, him. 100.
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yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran
usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai
kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau
tidak langsung, maka konsumenlah yang pada
umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan
demikian upaya-upaya untuk memberikan
perlindungan yang memadai terhadap
kepentingan konsumen merupakan suatu hal
yang penting dan mendesak, untuk segera
dicari solusinya, terutama di Indonesia,
mengingat sedemikian kompleksnya
permasalahan dan menyangkut perlindungan
konsumen lebih-lebih  menyongsong era
perdagangan bebas yang akan datang.?*

Larangan-larangan dibuat vyaitu untuk
mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang
beredar di masyarakat merupakan produk yang
layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai
dengan informasi pengusaha baik melalui label,
etiket, iklan dan lain sebagainya.?

Larangan-larangan vyang tertuju pada
"produk” sebagaimana dimaksudkan di atas
adalah  untuk memberikan  perlindungan
terhadap kesehatan/harta konsumen dari
penggunaan barang dengan kualitas di bawah
standar atau kualitas yang lebih rendah
daripada nilai harga yang dibayar. Dengan
adanya perlindungan yang demikian, maka
konsumen tidak akan diberikan barang dengan
kualitas yang lebih rendah daripada harga yang
dibayarnya, atau yang tidak sesuai dengan
informasi yang diperolehnya.® Mewujudkan
perlindungan konsumen adalah mewujudkan
hubungan dari berbagai dimensi yang satu
sama lainnya mempunyai keterkaitan dan
saling ketergantungan antara konsumen,
pengusaha dan pemerintah.?

Dasar hukum berlakunya SNI diatur dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Standardisasi Dan Penilaian
Kesesuaian. Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi Dan
Penilaian Kesesuaian Nasional, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional dan

21Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting)
Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-1. Mandar
Maju. Bandung. 2000, him. 33.

22 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Op.Cit, him. 8.
Bpid.

2477, Nazution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta. 1995, him. 19.

Keppres Nomor 12 Tahun 1991 tentang

Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Perindustrian didasarkan

pertimbangan sebagaimana dinyatakan pada

bagian “Menimbang”:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merdeka, bersatu, dan
berdaulat berdasarkan  Pancasila  dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia  Tahun 1945  dilaksanakan
pembangunan nasional berdasar atas
demokrasi ekonomi;

b. bahwa pembangunan nasional di bidang
ekonomi dilaksanakan dalam rangka
menciptakan struktur ekonomi yang kukuh
melalui pembangunan industri yang maju
sebagai motor penggerak ekonomi yang
didukung oleh kekuatan dan kemampuan
sumber daya yang tangguh;

c. bahwa pembangunan industri yang maju
diwujudkan melalui penguatan struktur
Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya
saing, dengan mendayagunakan sumber
daya secara optimal dan efisien, serta
mendorong perkembangan industri ke
seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional yang berlandaskan pada
kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa dengan mengutamakan
kepentingan nasional;

d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian sudah tidak
sesuai dengan perubahan paradigma
pembangunan industri sehingga perlu
diganti dengan undang-undang yang baru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf d perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perindustrian.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, megatur mengenai

Pengawasan dan Pengendalian, sebagaimana

dianyatakan pada Pasal 117 ayat:

(1) Menteri melaksanakan pengawasan dan
pengendalian terhadap kegiatan usaha
Industri dan kegiatan usaha Kawasan
Industri.

(2) Pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk mengetahui pemenuhan
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dan kepatuhan terhadap peraturan di

bidang Perindustrian yang dilaksanakan

oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan

Kawasan Industri.

(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap
peraturan di bidang Perindustrian yang
dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan
Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
meliputi:

a. sumber daya manusia Industri;
pemanfaatan sumber daya alam;
manajemen energi;
manajemen air;

SNI, spesifikasi  teknis, dan/atau

pedoman tata cara;

f. Data Industri dan Data Kawasan

Industri;
g. standar Industri Hijau;
h. standar Kawasan Industri;
i. perizinan Industri dan perizinan
Kawasan Industri; dan

j. keamanan dan keselamatan alat,
proses, hasil produksi, penyimpanan,
dan pengangkutan.

(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di
bawah Menteri  dan/atau lembaga
terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.
Menurut Penjelasan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014

tentang Perindustrian, menjelaskan

Pembangunan nasional harus memberi

manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan

rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil dan makmur di dalam Negara Republik

Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

yang diselenggarakan berdasarkan prinsip

demokrasi ekonomi.

m oo o

B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap

Korporasi Akibat Melakukan Tindak Pidana

Di Bidang Perindustrian

Pesatnya pertumbuhan industri di pasar
global maupun pasar domestik berdampak
pada meningkatnya persaingan diantara
industri-industri tersebut. Berbagai risiko, baik
risiko yang rendah maupun risiko yang tinggi
juga harus dihadapi oleh perusahaan, kondisi

Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021

inilah yang memicu pertumbuhan ekonomi di
Indonesia. Industri (perindustrian) di Indonesia
merupa kan salah satu komponen
perekonomian vyang penting. Perindustrian
memungkinkan perekonomian kita
berkembang pesat dan semakin baik, sehingga
membawa perubahan dalam struktur
perekonomian nasional.?®

Di Indonesia, kegiatan pembangunan
ditunjang oleh tumbuhnya berbagai jenis
industri dengan berbagai jenis kegiatan
Sekarang ini, banyak negara-negara di dunia
terus berupaya untuk menumbuhkan
ekonominya. Langkah yang diambil yaitu dalam
masalah industri. Industri memang menjadi
faktor fenomenal untuk menunjang
perdagangan. Mereka saling bersaing untuk
mendapatkan tempat dipasar global. Karena di
dalam pasar global itu sendiri terjadi
perdagangan bebas dari dan tentang suatu
negara. Salah satu hal yang mendukung ialah
sektor industrialisasi.?®

Undang-Undang Perindustrian yang
disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 19
Desember 2014  menyebutkan  bahwa
pelanggaran di bidang perindustrian akan
terkena sanksi hukum. Pelanggaran yang
menyangkut SNI (Standar Nasional Indonesia)
dapat dikenai (sanksi) pidana, menurut
Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian,
Ansari Bukhari, di Jakarta. Ansari Bukhari
menyatakan, sanksi tersebut dikenakan bagi
pelanggaran SNI karena erat kaitannya dengan
kesehatan, keamanan, dan keselamatan
lingkungan. Menurut Ansari Bukhari, dalam
Pasal 120 ayat (1) disebutkan bahwa setiap
orang yang dengan sengaja memproduksi,
mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan
jasa industri yang tidak memenuhi SNI dapat
dipidana penjara paling lama 5 tahun. Selain
itu, produsen dapat dikenai denda paling
banyak Rp 3 miliar.?”’

Berdasarkan catatan Kemenperin, sepanjang
2013 telah disusun rancangan SNI sebanyak 91
buah. Adapun, selama 4 tahun terakhir, telah

ZFoengsitanjoyo Trisantoso Julianto dan Suparno. Analisis
Pengaruh Jumlah Industri Besar Dan Upah Minimum
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surabaya. Jurnal
Ekonomi & Bisnis, Hal 229 -256Volume 1, Nomor 2,
September 2016. him. 229.

26/pjd, him. 229-230.
2https://kemenperin.go.id/Melanggar SNI, Industri Bisa
Dipidana. Diakses 15/10/2020 14:14 Wita.
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disusun 394 buah RSNI, untuk 18 kelompok
industri. Kelompok industi tersebut antara lain,
permesinan, alsintan, eletronika dan rumah
tangga, rekayasa kendaraan jalan raya,
komponen otomotif, bangunan kapal dan
konstruksi kelautan, dan tekstil dan produk
tekstil. Salah satu industri yang menerapkan

SNI wajib adalah industri mainan. Namun, sejak

diberlakukan pada Oktober 2013, hanya 2%

importir yang melabeli produknya dengan label

SNI. Pemerintah padahal sudah menerbitkan

Peraturan Menteri Perindustrian No. 24/2013

mengenai Pemberlakuan SNI Mainan secara

wajib, namun belum terlaksana dengan baik,
paling hanya 1%-2% importir yang melabeli SNI
pada produknya, menurut Ketua Asosiasi

Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional

Indonesia (APMETI) Danang Sasongko.?®

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum

pidana membedakan hukum pidana dengan
bagian hukum vyang lain. Hukuman dalam
hukum pidana ditujukan untuk memelihara
keamanan dan pergaulan hidup yang benar.?
Sanksi, sanctie, ialah akibat hukum bagi
pelanggar ketentuan undang-undang. Ada
sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada
sanksi pidana. Sanksi pidana, strafsanctie, ialah
akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan
pidana yang berupa pidana dan/atau
tindakan.?® Pidana (Straf): hukuman vyang
dijatuhkan terhadap orang vyang terbukti
bersalah melakukan delik berdasarkan putusan
yang berkekuatan hukum tetap.3!

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014

Tentang Perindustrian, mengatur mengenai

Ketentuan Pidana. Pasal 120 ayat:

(1) Setiap Orang vyang dengan sengaja
memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa
Industri  yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib di
bidang Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

28https://kemenperin.go.id/Pelanggar Diancam Penjara.
Diakses15/10/2020 14:14 Wita.

2 eden Marpaung, Op. Cit, him. 105.

30Andi Hamzah, Op. Cit, him. 138.

31/bjd, him. 119.

(2) Setiap Orang vyang karena kelalaiannya
memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau Jasa
Industri  yang tidak memenuhi SN,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib di
bidang Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 121. Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan
penjatuhan pidana dikenakan terhadap
Korporasi dan/atau pengurusnya.

Korporasi ialah kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum.3?
Badan hukum hukum ialah suatu badan yang
ada karena hukum dan memang diperlukan
keberadaannya sehingga disebut legal entity.®
Badan hukum ialah badan atau perkumpulan
yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai
subjek hukum seperti perseroan, yayasan,
lembaga dan sebagainya.?*

Korporasi juga termasuk badan hukum
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada
adanya suatu badan yang diberi status sebagai
subjek hukum, disamping subjek hukum yang
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon).
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak
munculnya fenomena-fenomena kejahatan
korporasi.®> Korporasi sebagai subjek hukum
tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai
dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan
yang sebesar-besarnya), tetapi juga mempunyai
kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di
bidang ekonomi yang digunakan pemerintah
guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan keadilan sosial.*®

32Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya
A., Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum &
Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama,
Visimedia, Jakarta. 2012.hIm. 169.

33 Jpid, him. 30.

34 Sudarsono, Kamus Hukum, Op. Cit..hIm. 41.
35Muhammad Yamin, Op. Cit. him. 89.

36Alvi  Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta,
2009, him.59.
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Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya
pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah
kepada era globalisasi telah memberikan
peluang akan  tumbuhnya  perusahaan-
perusahaan transnasional untuk memainkan
peranannya. Peran korporasi tersebut sering
dirasakan bahkan banyak mempengaruhi
sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak
yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif
dan negatif, namun dampak yang bersifat
negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan
saat ini.’” Korporasi banyak memberikan
kontribusi bagi perkembangan suatu negara,
terutama di bidang ekonomi, tetapi korporasi
juga tidak jarang menciptakan dampak negatif
dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan,
memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh
dan penipuan.Oleh karenanya dampak tersebut
yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur
dan pengayom masyarakat harus memberikan
perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas
korporasi tersebut.3®

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi
dalam konteks hubungan di antara dewan
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak
dan di antara pihak. Anatomi kejahatan
korporasi sangat kompleks yang bermuara pada
motif-motif ekonomis. Motif-motif ekonomis
tersebut tersebar pada spektrum yang sangat
luas. Kejahatan korporasi pada umumnya
diperankan oleh orang-orang yang berstatus
sosial tinggi dengan memanfaatkan
kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan
cara kolektif dengan modus operandi yang
halus yang sukar dibandingkan dengan
kejahatan vyang dilakukan dengan secara
individu.>®

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk
organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam
dunia bisnis yang mencari keuntungan,
melainkan juga sebagai bentuk organisasi
publik dan swasta yang tujuannya semata-mata
tidak hanya untuk mencapai keuntungan.
Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang
canggih dalam kerjasama dan pengumpulan
modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi

3’Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, Op. Cit.him.
2.

38/pid, him. 17-18.

39/bjd, him. 23.
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masyarakat primitif yang hanya dilakukan
secara individual atau paling jauh antar
kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan
mengikutsertakan  pihak  ketiga  bahkan
melampaui batas-batas negara.*

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum
formal menyatakan bahwa apabila suatu
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana,
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara
tegas dalam undang-undang. Ajaran yang
materil mengatakan bahwa di samping
memenuhi  syarat-syarat  formal, vyaitu
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan
pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada
pada hukum yang tidak tertulis.**

Sifat melawan hukum perbuatan dapat
dibedakan antara melawan hukum formil
dengan melawan hukum materiil. Suatu
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum,
apabila persesuaian atau mencocoki dengan
rumusan delik dan sesuatu pengecualian,
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa,
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan
bertentangan dengan undang-undang oleh
karena itu cara pandang ini disebut cara
pandang sifat melawan hukum formil.*?
Sebaliknya  tidak  selamanya  perbuatan
melawan hukum itu selalu bertentangan
dengan peraturan undang-undang dan suatu
perbuatan  yang  bertentangan  dengan
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat
diartikan baik bertentangan dengan undang
maupun hukum di luar undang-undang dan

“Olpid, him. 21.

4“Junivers Girsang, Abuse of Power (Penyalahgunaan
Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.him.
12-13.

42H. Siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2012, him. 207.
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cara pandang demikian disebut cara pandang

sifat melawan hukum yang materiil.*3

Hubungan hukum (rechtsbetrekking, legal
relations) adalah suatu hubungan vyang
dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih,
hubungan yang menimbulkan dan kewajiban di
antara satu sama lainnya. Hubungan hukum
seperti ini mempunyai tiga unsur yang
terpenting:*

a. Pihak-pihak (manusia atau badan hukum)
yang mempunyai hak dan kewajiban yang
saling berhadapan;

b. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan
kewajiban itu;

c. Hubungan antara pemilik hak dan
pengembann kewajiban atau hubungan
terhadap objek yang bersangkutan.

Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui
bahwa dalam suatu hubungan hukum terdapat
hubungan timbal balik, yakni: kekuasaan atau
hak (bevoegheid) dan kewajiban (plicht).*
Hukum objektif ialah apa yang lazim disebut
“hukum” dalam percakapan sehari-hari. Kata
“hukum” dalam arti ini menunjukkan seluruh
hukum (corpus juris) yang berlaku dalam suatu
masyarakat. Kata-kata lain yang sering
digunakan sebagai sinonim dengan istilah
hukum objektif adalah tertib hukum atau
hukum positif, sedangkan yang dimaksud
hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh
hukum objektif. Menurut Apeldoorn, hukum
objektif adalah hukum yang berlaku umum
dengan tidak mengingat pada seseorang
tertentu, sedangkan hukum subjektif adalah
hukum yang dihubungkan dengan seseorang
yang tertentu.®

Antara kedua pengertian hukum tersebut di
atas, walaupun dapat dibedakan, namun tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya. Oleh
karena hukum objektif adalah peraturan
hukumnya, sedangkan hukum subjektif adalah
peraturan yang dihubungkan dengan seseorang
tertentu dan dengan demikian menjadi hak
berikut kewajibannya, karena itu Apeldoorn
berpendapat bahwa hukum subjektif timbul
apabila hukum objektif beraksi. Oleh karena
hukum objektif yang beraksi, melakukan

43 |pid, him. 207-208.

44Said Sampara, dkk, Buku Ajar Pengantar lImu Hukum,
cetakan Il, Total Media, Yogyakarta, 2011, him. 141.

45/pid.

%6Jbid, him. 142.

pekerjaan, maka pada suatu pihak ia
memberikan hak-hak dan pada pihak lain ia
meletakkan kewajiban.?

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan
pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban
yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat
sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.*®

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara
dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan vyang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.*

Tujuan hukum pidana ada dua macam,
yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar
tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi
preventif/pencegahan);

Y71bid.

48Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, him. 211.

49 Ibid, him. 211-212.
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2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan
perbuatan pidana agar menjadi orang yang
baik dan dapat diterima kembali dalam
masyarakat (fungsi represif) kekerasan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum
pidana adalah untuk melindungi masyarakat.
Apabila seseorang takut untuk melakukan
perbuatan tidak baik, karena takut dihukum,
semua orang dalam masyarakat akan tenteram
dan aman. Hukum pidana merupakan bagian
dari hukum publik.®

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Tindak pidana korporasi di bidang
perindustrian seperti perbuatan dengan
sengaja  memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib
di  bidang Industri dan adanya
kelalaiannya memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan barang dan/atau
Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib
di bidang Industri. Perbuatan pidana
tersebut dapat dilakukan oleh setiap
orang ataupun korporasi.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana
terhadap korporasi akibat melakukan
tindak pidana di bidang perindustrian
dan apabila korporasi melakukan
perbuatan dengan sengaja dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah). Terhadap korporasi yang karena
kelalaiannya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran
1. Untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korporasi di bidang perindustrian,
maka setiap barang dan/atau jasa
industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman

50yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. him. 61.
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tata cara yang diberlakukan secara wajib,
pelaku usaha atau pemilik barang
dan/atau jasa industri wajib menarik
barang dan/atau menghentikan kegiatan
jasa industri.

2. Pemberlakuan ketentuan pidana
terhadap korporasi akibat melakukan
tindak pidana di bidang perindustrian
harus  diterapak  sesuaid  dengan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku guna memberikan efek jera bagi
pelaku tindak pidana dan sebagai suatu
peringatan terhadap pihak-pihak lain
agar tidak melakukan perbuatan yang
sama sebagai upaya pencegahan
terjadinya tindak pidana perindustrian.
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